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Seiring dengan keberhasilan mengendalikan kasus Covid-19, pemerintah mencabut kebijakan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini berdampak positif bagi sektor
pariwisata. Setelah lebih dari dua tahun pariwisata terpuruk, kini pelaku usaha wisata dapat
menata kembali usahanya. Sejumlah kalangan menilai pencabutan PPKM akan semakin
meningkatkan minat dan kepercayaan wisatawan.

Bali sebagai daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai sektor utama mulai menikmati
geliat usaha wisata. Wisatawan mancanegara (wisman) berdatangan dari berbagai negara. BPS
mencatat, bulan Januari 2023 jumlah wisman yang berkunjung ke Bali sebanyak 331.912
kunjungan dan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang sebesar 46,16 persen. Angka
ini meningkat signifikan dibandingkan bulan Januari 2022.

Di tengah upaya membangkitkan pariwisata, sejumlah warga negara asing (WNA) harus
dipulangkan ke negara asalnya akibat melanggar aturan hukum di Indonesia. Dalam kurun
waktu tiga bulan mulai Januari hingga pertengahan Maret 2023, lebih dari 50 orang WNA
dideportasi melalui Bali. Jumlah tersebut terus meningkat. 

Pembukaan pariwisata Bali ternyata menimbulkan permasalahan baru. Sejumlah wisman
melakukan pelanggaran mulai dari melanggar peraturan lalu lintas, menyalahgunakan visa
wisata untuk bekerja, melakukan protes karena terganggu suara ayam berkokok, membuat
kegaduhan pada saat perayaan Hari Raya Nyepi, melebihi masa izin tinggal, hingga melakukan
vandalisme. Tindakan wisman tersebut semakin meresahkan masyarakat dan akan
mengganggu citra Bali sebagai destinasi wisata apabila dibiarkan.

Wacana penghapusan kebijakan visa on arrival (VoA) bagi warga negara Rusia dan Ukraina
muncul setelah otoritas Bali mengeluhkan wisman dari kedua negara tersebut dinilai lebih
banyak melakukan pelanggaran dibandingkan wisman lain. Berdasarkan catatan Polda Bali per
12 Maret 2023, 56 dari 171 pelanggar lalu lintas merupakan warga negara Rusia. 

Pada tahun pertama pandemi Covid-19, wisatawan Rusia mendominasi jumlah kunjungan ke
Bali. Kedatangan warga negara Rusia terus meningkat setelah terjadinya konflik Rusia dan
Ukraina. Tidak hanya Rusia, warga negara Ukraina juga mulai keluar dari negaranya untuk
mencari keamanan dan kenyamanan di Bali. Dalam perkembangannya, jumlah kunjungan
wisatawan dari kedua negara tersebut semakin meningkat signifikan sejak Rusia dan Ukraina
masuk dalam daftar negara yang dapat berkunjung menggunakan VoA pada April 2022. 

Selain wacana penghapusan VoA, Gubernur Bali juga akan melarang wisman menyewa
kendaraan roda dua untuk aktivitas harian selama berwisata. Selain membahayakan
keselamatan, kendaraan roda dua bukan termasuk kendaraan wisata. Peraturan Gubernur
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali telah mengamanatkan wisatawan
yang berkunjung ke Bali untuk tertib dalam menggunakan sarana transportasi usaha jasa
perjalanan wisata.

PENERTIBAN WISATAWAN MANCANEGARA
MENUJU PARIWISATA BALI YANG BERBUDAYA
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Sumber

Komisi X DPR RI perlu melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian
Pariwisata untuk mengevaluasi kebijakan kunjungan wisman, termasuk
penerapan VoA ke negara-negara tertentu. 

Komisi X DPR RI harus mendorong Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi
dengan pemerintah daerah Bali dan kepolisian setempat dalam penindakan
tegas terhadap pelanggaran hukum oleh wisman di Indonesia. Sosialisasi
aturan berwisata perlu dilakukan secara masif agar wisatawan menghormati
norma hukum dan budaya Bali. Langkah ini diperlukan untuk memberikan efek
jera dan mempertahankan pariwisata yang berbudaya di Bali. 

Komisi X DPR RI harus memastikan upaya maksimal Kementerian Pariwisata
dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian setempat, serta
melakukan sosialisasi aturan berwisata secara intensif untuk menjaga
keberlanjutan dan keberagaman pariwisata Indonesia, terutama di Bali yang
memiliki nilai budaya yang tinggi.
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